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penelitian. Oleh karenanya, dengan adanya buku referensi ini, 

diharapkan semakin bermunculan karya-karya Dosen dan 
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A. Pendahuluan 

Dalam memajukan kesejahteraan wilayahnya, 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban yang 

lebih luas dan fleksibel. Sejak saat itu, banyak dinamika dalam 

pelaksanaannya terjadi yang mempengaruhi baik unsur politik, 

ekonomi, maupun tata negara. Misalnya, pelayanan publik 

adalah masalah yang paling signifikan karena, secara teoritis, 

durasi kekuasaan yang lebih singkat membuat pelayanan publik 

menjadi lebih vital. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah 

penggunaan berbagai teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang sering disebut dengan 

e-government. (Meitika & Wicaksono, 2020) 

Pemerintahan elektronik adalah istilah untuk 

menggambarkan bagaimana pemerintah menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melayani 

masyarakat dan membuat proses pemerintahan lebih efisien. e-

government meliputi berbagai jenis layanan publik, seperti 

permohonan izin, pembayaran pajak, dan akses informasi 

pemerintah. Pengembangan e-government terus berkembang 

seiring dengan perkembangan teknologi. Beberapa contoh 

potret pengembangan e-government adalah sebagai berikut: 

1. Perbaikan layanan publik: e-government memungkinkan 

pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih 

efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, 
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penggunaan berbagai teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang sering disebut dengan 

e-government. 

Melihat permasalahan dan kebutuhan akan sistem e-

government di Indonesia, diharapkan pemerintah memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap implementasi e-

government dengan memperkuat konsep dan taktik. Jika 

dilakukan lebih serius dan dengan komitmen pemerintah, 

implementasi e-government akan mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, sehingga terwujud pemerintahan yang baik 

(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean 

governance). 
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A. Pendahuluan 

Mengapa diperlukan dan penting untuk membangun e-

government? Hal ini disebabkan karena secara tradisional 

interaksi antara warga atau lembaga sosial dengan lembaga 

pemerintah selalu terjadi di kantor-kantor pemerintahan. 

Namun, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), memindahkan pusat layanan pemerintah lebih dekat ke 

setiap klien menjadi semakin layak. Misalnya, jika pusat layanan 

tidak disediakan oleh instansi pemerintah, ada kios yang 

didekatkan dengan klien atau melalui penggunaan komputer di 

rumah atau di tempat usaha. E-government menawarkan peluang 

baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan melalui 

peningkatan efisiensi, layanan baru, peningkatan keterlibatan 

publik, dan perluasan infrastruktur informasi global.(Wirawan, 

2020) 

Di Indonesia, penggunaan e-government dikarenakan 

adanya perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, seperti peralihan dari sistem pemerintahan yang 

otoriter dan sentralistik ke sistem pemerintahan yang 

demokratis, serta penerapan keseimbangan pusat. dan otoritas 

daerah otonom. Perubahan saat ini menuntut pembentukan 

pemerintahan yang bersih dan transparan yang mampu secara 

efektif menanggapi seruan untuk perubahan. Sistem manajemen 

pemerintahan yang sebelumnya merupakan hirarki 

kewenangan dan komando sektoral, telah bertransformasi 

menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang mampu 

TANTANGAN DAN 
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A. Pendahuluan 

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan merupakan salah 

satu fenomena penting abad dua puluh satu, yang mampu 

mengubah “wajah” pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 
Akibatnya, konsep E-Government berkembang, seperti yang 

digambarkan secara konseptual oleh kutipan berikut:  

“For more than 10 years, expectations about the Internet's 

potential to change the relations between citizens and their 

governments at the political, democratic level and with regard 

to public services for citizens and business have been high.” (H. 
Kubicek, 2011) 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji 

penggunaan E-Government (Electronic Government) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dari sudut 

pandang hukum. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government merupakan cikal bakal konsep E-

Government di Indonesia. E-Government didefinisikan sebagai 

“penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan 

penyelenggaraan pemerintahan (selanjutnya disebut Electronic 

Government System atau disingkat SEP) (Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang)” selama perkembangannya. 

Definisi ini konsisten dengan definisi E-Government yang 
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Dengan adopsi teknologi informasi, pemerintah daerah 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan 

publik, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan 

mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah 

daerah dapat memperluas akses layanan publik secara online 

dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan 

publik. 

Namun, implementasi E-Government dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menghadapi 

tantangan, seperti biaya investasi awal yang tinggi, kebutuhan 

pelatihan dan pendidikan, serta masalah keamanan data. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya dukungan yang kuat dari 

pemerintah dan masyarakat dalam membangun infrastruktur 

dan mengembangkan aplikasi E-Government yang aman dan 

mudah digunakan. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien 

dan efektif, pemerintah daerah perlu terus memperbarui 

teknologi dan mengembangkan sistem E-Government secara 

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan 

demikian, implementasi E-Government dapat menjadi salah 

satu solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 

mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di masa depan. 
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A. Pendahuluan 

Saat ini, e-Government telah memberikan warna baru 

bagi negara-negara di seluruh dunia, dimana negara-negara 

berkembang saat ini fokus pada pengembangan TIK selama dua 

dekade terakhir, dan sebagai hasilnya, telah diakui bahwa TIK 

sangat penting sebagai katalisator perekonomian. 

perkembangan. Sementara itu, lembaga pemerintah di negara 

maju telah mengambil langkah progresif menuju penggunaan 

web dan TIK, menambahkan koherensi ke semua aktivitas lokal 

di internet, memperluas akses dan keterampilan lokal, membuka 

layanan interaktif untuk debat lokal, dan meningkatkan 

partisipasi warga dan regional. pengelolaan. Graham dan 

Aurigi, 1997). 

Secara filosofis implementasi e-Government merupakan 

jenis pekerjaan birokrasi yang secara dinamis mengalami 

distorsi di lingkungan eksternal organisasi atau ada tuntutan 

yang mengharuskan adanya perubahan (Zulhakim, 2012:5)  

Berdasarkan pemahaman tersebut, jelaslah bahwa 

implementasi e-Government merupakan bagian dari perubahan 

pola pikir birokrasi yang selama ini dianggap lamban dan penuh 

dengan peluang kesalahan. Namun, diperlukan perencanaan 

dan desain model yang matang dalam implementasi e-

Government, dengan memperhatikan persyaratan sebagai 

berikut: 1) terdapat kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan e-

Government dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah ; 2) 

adanya keselarasan antara sistem informasi data dan proses 
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4. Perlu Adanya Penguatan Masyarakat di dalam Keikutsertaan 

untuk Menyukseskan Program Pengembangan e-Government 

Mengikutsertakan masyarakat di dalam suatu proses 

penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari 

konsep good governance, yaitu adanya keterlibatan elemen-

elemen yang dapat mempengaruhi jalannya roda 

kepemerintahan.  

Dalam kesimpulannya, E-Government sebagai prototipe 

inovasi pelayanan publik dapat membuka peluang bagi 

pengembangan inovasi-inovasi lainnya yang dapat 

meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. 

Namun, pengembangan inovasi pelayanan publik juga 

memerlukan perubahan budaya dan perilaku pemerintah dan 

masyarakat dalam rangka mengoptimalkan penggunaan 

teknologi yang ada. 
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A. Pendahuluan 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bidang 

yang berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan 

menciptakan peluang dan tantangan untuk menciptakan, 

mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara 

tepat dan akurat. Di era globalisasi, informasi merupakan 

komoditas yang sangat berharga yang harus dikuasai guna 

meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk 

pemerintah daerah) secara berkelanjutan (Agarwal, 2013). 

Di era serba teknologi, sudah saatnya pemerintah 

mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. Janji teknologi informasi dan komunikasi adalah 

efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global, 

dan transparansi. Oleh karena itu, di era otonomi daerah ini, 

salah satu upaya mewujudkan good governance adalah dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain 

yang lebih populer adalah e-Government.  

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Republik 

Indonesia berinisiatif mengembangkan kebijakan pemanfaatan 

TIK untuk membangun Electronic Government for Good 

Governance yang terintegrasi, dimulai dari tingkat pemerintah 

daerah hingga ke pusat. Tujuannya agar infrastruktur TIK yang 

dibangun dapat digunakan secara kolaboratif untuk koordinasi 

seluruh instansi, baik pusat maupun daerah.  
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Dalam rangka mengembangkan e-government, pemerintah 

daerah harus memperhatikan beberapa langkah taktis yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dari langkah-langkah 

taktis tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus 

mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa 

layanan e-government dapat diakses oleh semua orang, 

meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun 

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang 

memadai, membangun sistem manajemen konten yang efisien, 

meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui media 

sosial dan aplikasi, serta menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

birokrasi dalam memberikan layanan publik. Selain itu, 

pemerintah daerah juga harus memastikan keamanan siber dan 

perlindungan data yang terkait dengan layanan e-government, 

serta membangun aplikasi berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan 

efektif bagi masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah 

taktis tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan e-

government yang efektif dan memberikan manfaat yang lebih 

baik bagi masyarakat. 
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A. Pendahuluan 

E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik 

dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Dalam konteks e-government, pelayanan 

publik dapat dilakukan secara online, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam 

memberikan layanan publik. 

Berikut ini beberapa manfaat dari e-government dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik: 

1. Efisiensi - e-government memungkinkan penggunaan 

teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses 

pelayanan publik. Dengan demikian, waktu dan biaya yang 

dibutuhkan untuk memberikan layanan publik dapat 

ditekan. 

2. Aksesibilitas - Dalam e-government, layanan publik dapat 

diakses kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Hal 

ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pelayanan 

publik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit 

dijangkau. 

3. Transparansi - e-government dapat meningkatkan 

transparansi dalam memberikan pelayanan publik dengan 

cara mengurangi kesempatan untuk korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, informasi mengenai 

pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat dengan 

mudah. 
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memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beberapa 

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain 

memperbaiki infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, dan menetapkan regulasi dan 

standar yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam 

pemerintahan. 

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan e-

government juga menjadi hal yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang aktif 

menggunakan layanan E-Government dapat memberikan 

umpan balik dan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, partisipasi 

masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi, menghemat 

biaya, dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Secara keseluruhan, penerapan e-government dapat 

membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, 

terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu 

dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan 

infrastruktur, SDM, dan regulasi yang mendukung penggunaan 

teknologi informasi dalam pemerintahan. 
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A. Pendahuluan 

Sistem e-government terintegrasi adalah sebuah konsep di 

mana seluruh sistem pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah diintegrasikan menjadi satu sistem yang terpusat 

dan terkoneksi satu sama lain. Konsep ini bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta 

mempermudah akses dan penggunaan layanan oleh 

masyarakat. Dalam sistem e-government terintegrasi, seluruh 

informasi dan data yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah 

dapat diakses secara terpadu, sehingga memudahkan 

pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Selain itu, 

dengan adanya sistem e-government terintegrasi, masyarakat 

dapat mengakses seluruh layanan publik yang tersedia dengan 

satu kali login, tanpa harus mengisi ulang data pribadi mereka 

secara berulang-ulang. 

Penerapan sistem e-government terintegrasi di Indonesia 

masih terus dikembangkan. Beberapa inisiatif dan proyek yang 

sedang berjalan antara lain Sistem Informasi Satu Pintu 

(SISPINTAR) dan Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(InSIPPAD). SISPINTAR adalah sistem yang memungkinkan 

masyarakat mengakses seluruh layanan publik yang disediakan 

oleh pemerintah dengan satu pintu masuk, baik melalui website 

maupun mobile apps. Sedangkan InSIPPAD bertujuan untuk 

mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah, 

mulai dari keuangan, perencanaan, hingga pelayanan publik. 

Namun, implementasi sistem e-government terintegrasi masih 
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melakukan audit keamanan secara rutin. Pemerintah juga dapat 

bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memperkuat sistem 

keamanan dan meminimalkan risiko keamanan. Dalam jangka 

panjang, pengembangan sistem e-government terintegrasi di 

Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan 

membawa manfaat bagi masyarakat dan negara secara 

keseluruhan. 
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A. Pendahuluan 

Di Indonesia, e-government diterapkan setelah 

dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

government. Instruksi Presiden ini dibuat sebagai dasar untuk 

menyelaraskan pandangan pemerintah dalam melaksanakan 

sistem pemerintahannya guna mewujudkan pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sistem pemerintahan ini berfungsi sebagai alat penghubung 

antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah 

dengan pegawainya (G2E), dan pemerintah dengan masyarakat 

(warga negara) (G2C) (Maulana et al., 2019: 409-410). 

Perkembangan e-government di Indonesia saat ini dinilai 

belum optimal, padahal sudah berjalan selama 16 tahun, dimulai 

tahun 2003, dengan hasil yang mengecewakan. Menurut global 

e-government development index (EDGI), perkembangan e-

government di Indonesia tidak memberikan peningkatan yang 

signifikan, dengan selisih kenaikan hanya 0,1 dari tahun 2003 

hingga 2018. Kegagalan ini disebabkan oleh pengabaian 

pemerintah terhadap e-government. pembangunan di Indonesia 

(Ordiyasa, 2015: 59). Hal ini didukung oleh penelitian 

selanjutnya tentang analisis penggunaan web oleh pemerintah 

daerah dalam pengembangan e-government. Jumlah 

pemerintah daerah yang telah mengembangkan e-government 

meningkat menjadi 4 (empat) pemerintah daerah, atau 0,7% dari 

KOLABORASI DAN E-LITERACY: 

KUNCI KEBERHASILAN INOVASI  

E-GOVERNMENT PEMERINTAH 

DAERAH 
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berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan layanan publik. Sedangkan e-literacy, atau 

literasi digital, merupakan kemampuan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara 

efektif. Kemampuan e-literacy yang baik akan memudahkan 

masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan 

publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui 

platform digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu 

mengembangkan program pelatihan e-literacy kepada 

masyarakat agar mereka mampu menggunakan aplikasi e-

government dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga 

perlu memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi 

masyarakat yang terkait dengan penggunaan layanan e-

government.  
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